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ABSTRACT

The ongoing digital transformation in public administration has prompted cities to adopt
Smart City models to accelerate service delivery that is more effective, efficient, and
transparent. This study aims to analyze the policy implementation of the Tangerang City
Government in deploying the Tangerang LIVE Application as a Smart City strategy. A
descriptive qualitative approach was employed through semi-structured interviews with
officials at the City’s Communication and Informatics Office and app users, complemented
by document analysis, followed by data reduction, presentation, and conclusion drawing.
The findings indicate that Tangerang LIVE advances public service delivery and e-
Government practices, yet faces challenges related to policy communication,
infrastructural and budgetary constraints, digital literacy gaps, and the need to strengthen
inter-agency coordination and bureaucratic consistency. The study implies the necessity of
integrated policy orchestration, capacity building for human resources, inclusive outreach
to broaden digital adoption, and multi-stakeholder collaboration to maximize Smart City
benefits for citizens.

Keywords: Smart City, e-Government, public policy, Tangerang LIVE

ABSTRAK

Transformasi  digital dalam tata kelola pemerintahan mendorong kota-kota untuk
mengadopsi model Smart City guna mempercepat layanan publik yang efektif, efisien, dan
transparan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota
Tangerang dalam penerapan Aplikasi Tangerang LIVE sebagai strategi pengembangan
Smart City. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara
semi-terstruktur dengan pemangku kebijakan di Diskominfo Kota Tangerang dan pengguna
aplikasi, dilengkapi studi dokumentasi, serta dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian,
dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan Aplikasi Tangerang LIVE berkontribusi
pada percepatan layanan publik dan praktik e-Government, namun masih dihadapkan pada
kendala komunikasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur dan anggaran, kesenjangan
literasi digital, serta kebutuhan penguatan koordinasi antar-OPD dan konsistensi prosedur
birokratis. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan yang
terintegrasi, penguatan kapasitas SDM, perluasan sosialisasi berbasis inklusi digital, serta
kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memaksimalkan manfaat Smart City bagi
warga.

Kata Kunci: Smart City, e-Government, kebijakan publik, Tangerang LIVE
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada era digital
telah mengubah paradigma tata kelola pemerintahan di seluruh dunia.
Transformasi ini menuntut setiap negara, termasuk Indonesia, untuk
mengintegrasikan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik demi
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemerintahan. Konsep Smart
City lahir sebagai solusi strategis untuk menghadapi kompleksitas perkotaan
melalui pemanfaatan teknologi berbasis data dan sistem terintegrasi. Penelitian
global menunjukkan bahwa penerapan Smart City yang efektif dapat meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, menurunkan biaya operasional pemerintahan, serta
memperkuat keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (Albino et
al., 2015; Neirotti et al., 2014).

Dalam konteks Indonesia, penerapan Smart City menjadi salah satu prioritas
pembangunan nasional, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat
terhadap layanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel. Pemerintah Pusat
melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan program
"Gerakan Menuju 100 Smart City" pada tahun 2017, yang bertujuan mendorong
integrasi teknologi dalam tata kelola kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Implementasi konsep ini bertumpu pada enam elemen utama, yaitu smart
governance, smart economy, smart environment, smart living, smart mobility, dan smart
society (Kominfo, 2020). Namun, dalam praktiknya, keberhasilan implementasi
Smart City sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kebijakan, kompetensi
sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat (Hollands, 2015).

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang terpilih sebagai pilot
project Smart City melalui peluncuran Aplikasi Tangerang LIVE pada tahun 2016.
Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat transformasi pelayanan
publik  berbasis digital, termasuk penyediaan informasi, administrasi
kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga akses transportasi. Namun,
penerapan program ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan
infrastruktur, kesenjangan literasi digital, dan resistensi sebagian masyarakat
terhadap perubahan teknologi. Fenomena serupa juga ditemukan pada kota-kota
besar di berbagai negara, di mana adopsi teknologi dalam pemerintahan
membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat (Nam & Pardo, 2011).

Di tingkat global, konsep Smart City tidak hanya difokuskan pada integrasi
teknologi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Studi oleh
Chourabi et al. (2012) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Smart City
ditentukan oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan infrastruktur
digital, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Dalam konteks Kota Tangerang, integrasi tersebut diwujudkan melalui aplikasi
Tangerang LIVE yang mencakup berbagai layanan publik terpusat, seperti e-
Government, e-Procurement, e-Health, dan e-Community. Namun, permasalahan
mendasar seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarorganisasi
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perangkat daerah (OPD), dan tantangan literasi digital masih menjadi faktor
penghambat dalam optimalisasi manfaat teknologi.

Seiring meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan jumlah penduduk di
Kota Tangerang, tantangan pengelolaan kota semakin kompleks. Kota Tangerang,
sebagai daerah penyangga Jakarta, menghadapi lonjakan populasi yang signifikan,
peningkatan mobilitas masyarakat, dan tingginya kebutuhan layanan publik.
Konsep Smart City melalui aplikasi Tangerang LIVE hadir sebagai jawaban strategis
untuk mengatasi persoalan tersebut, sekaligus menjadi instrumen penting dalam
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-
Government). Dengan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah diharapkan
mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan inklusif
sesuai prinsip good governance (Meijer & Bolivar, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
Pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan Aplikasi Tangerang LIVE sebagai
bagian dari strategi pengembangan Smart City. Penelitian ini memfokuskan kajian
pada efektivitas kebijakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta peran
pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi pelayanan publik berbasis
teknologi. Dengan memahami dinamika implementasi kebijakan ini, diharapkan
hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi
pengembangan model tata kelola pemerintahan digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan
untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan
Pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan Aplikasi Tangerang LIVE sebagai
bagian dari strategi pengembangan Smart City. Data primer diperoleh melalui
wawancara semi-terstruktur dengan empat pegawai Dinas Komunikasi dan
Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang, meliputi Subkoordinator Pemeliharaan
dan Implementasi Aplikasi, Subkoordinator Pengembangan dan Integrasi Aplikasi,
Kepala Subbagian Keuangan, serta staf Pemberdayaan TIK, ditambah satu
informan dari masyarakat pengguna aplikasi. Data sekunder dikumpulkan dari
berbagai dokumen resmi, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber
daring yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model
interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
secara simultan untuk mengungkap dinamika kebijakan secara komprehensif.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, sekaligus memberikan pemahaman
yang lebih luas tentang efektivitas aplikasi Tangerang LIVE dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi pada Kebijakan Smart City Kota Tangerang dalam Penerapan
Tangerang Live

Dalam penelitian ini, indikator pertama dalam implementasi kebijakan
adalah komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi
kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pembuat keputusan
jelas tentang apa yang ingin mereka lakukan. Komunikasi yang baik adalah satu-
satunya cara untuk menerima informasi yang diketahui oleh pengambil
keputusan.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator
kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan agar
pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus
mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga
tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Edward III dalam Widodo, mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor
penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, penyaluran komunikasi
(transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

a. Penyaluran Komunikasi

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak
hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan, tetapi juga
disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang
berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Implementasi Kebijakan Smart City Kota Tangerang dalam Penerapan
Tangerang Live disalurkan melalui sosialisasi ke sekolah, kecamatan, kelurahan
dan media, melalui pemberitaan dan pemberitaan di media cetak, serta media
cetak lokal dan nasional. Karena Aplikasi Tangerang Live ini merupakan produk
digital dan terobosan baru yang dimiliki Pemkot Tangerang. Dari hasil
pengamatan melalui dokumentasi penulis, ternyata benar bahwa pemerintah telah
melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada 3927asyarakat
mengenai aplikasi Tangeran Live. dapat dilihat pada gambar berikut ini:

—————

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 1 Pemberitahuan mengenai Aplikasi Tangerang Live Melalui Majalah
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~ tangerangkota.go.id

Pemkot Tangerang
Luncurkan Aplikasi
Tangerang Live

Rabu, 17 Agustus 2016 00:00 WIB | Dibaca : 4960

tangerangkota.go.id

Sumber: Website Pemerintah Kota Tangerang
Gambar 2 Pemberitahuan Mengenai Aplikasi Tangerang Live di Website Pemkot Tangerang

< Postingan

@ tangerangliveroom

VALUASI SMART CITY
KEMENKOMINFO 2021

= Loon

S Qv [N

Disukai oleh stikbawangmamadessy dan lainnya

tangerangliveroom Evaluasi Smart City
Kemenkominfo 2021 yang dihadiri oleh Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang
@aa_muly beserta jajaran, diikuti juga beberapa

per kilan OPD lain, Rabu (08/12) siang tadi di
Tangerang Live Room.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3 Pemberitahuan di Media Sosial (Instagram)

Target khusus Aplikasi Tangerang Live yaitu pada usia 45 tahun kebawah
atau generasi Y dan generasi Z, karena dianggap rentan di bawah 45 tahun yang
merupakan pengguna aktif internet saat ini.

b. Kejelasan (Clarity)

Dimensi kejelasan  (clarity) menghendaki agar kebijakan yang
ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan
secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud,
tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-
masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk
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mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Meskipun program
sosialisasi dilaksanakan melalui aplikasi Tangerang Live dengan penyuluhan
langsung ke setiap kecamatan sampai dengan kelurahan, namun hal tersebut
belum maksimal.

C. Konsisten (Consistency)

Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil
tidak membingungkan bagi pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak
yang berkepentingan. Dalam implementasi Kebijakan Smart City Kota Tangerang
dalam Penerapan Tangerang Live belum adanya konsistensi dari pemerintah
untuk melaksanakan program ini. Hal ini didasarkan pada belum adanya payung
hukum bagi terlaksananya program Smart City sehingga pelaksanaan belum
optimal.

Penyebarluasan informasi mengenai persyaratan dan penggunaan aplikasi
Tangerang Live belum dilakukan secara merata, sehingga masih terdapat
masyarakat yang belum memahami dan mengetahui aplikasi Tangerang Live. Hal
ini dikarenakan minimnya akses informasi yang didapat dan kesulitan dalam
mengakses internet, terutama pada kalangan usia 45 tahun ke atas.

Menurut Nani dalam implementasi kebijakan memerlukan sebuah proses
komunikasi yang optimal, karena bentuk implementasi kebijakan dijalankan
secara bertahap. Oleh karena itu, pemahaman tentang isi dan konten suatu
kebijakan sangat penting dalam penyamaan persepsi oleh seluruh aktor kebijakan.

Sumber Daya Kebijakan Smart City Kota Tangerang dalam Penerapan Tangerang
Live
a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo, menyatakan
bahwa “Mungkin sumber daya terpenting dalam implementasi kebijakan adalah
sumber daya manusia.” Edward III juga menambahkan “Tidak peduli seberapa
jelas dan konsisten urutan implementasi dan seberapa akurat mereka
ditransmisikan, jika mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
kebijakan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif,
maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.” Dalam implementasi
Kebijakan Smart City Kota Tangerang bahwa Diskominfo Kota Tangerang sebagai
penyelenggara Aplikasi Tangerang Live telah menempatkan petugas yang mampu
dalam pelayanan publik.
b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang kedua adalah sumber daya anggaran. Dikutip Widodo,
Edward III, menyatakan keterbatasan anggaran dan oposisi rakyat membatasi
perolehan fasilitas yang memadai. Hal ini, gilirannya, membatasi kualitas layanan
yang dapat diberikan lembaga penegak hukum kepada masyarakat. Terbatasnya
insentif bagi pelaksana menjadi penyebab utama kegagalan pelaksanaan program.
Sumber daya anggaran yang terbatas berdampak negatif terhadap keberhasilan
imlementasi kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan
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optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan sikap buruk di kalangan aktor
politik.

Sumber daya dalam implementasi Kebijakan Smart City Kota Tangerang
pada penerapan Tangerang Live belum sepenuhnya memadai. Meskipun pada
sumber daya manusia (staff) sudah memenuhi kualifikasi dalam pelaksanaannya,
namun hal tersebut tidak didukung dengan adanya sumber daya anggaran
sehingga program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal.

Menurut Hidayat, sumber daya mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan. Staf merupakan aset terpenting dalam implementasi kebijakan atau
sumber daya manusia. Salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam
implementasi adalah karena sumber daya manusia yang tidak mencukupi,
memadai, ataupun berkualitas di bidangnya. Penambahan staff atau pelaksana
saja tidak cukup, diperlukan pula staff yang cukup dengan keahlian dan
kemampuan yang  diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam
mengimplementasikan kebijakan.

Disposisi Kebijakan Smart City Kota Tangerang dalam Penerapan Tangerang
Live

Menurut Edward III dalam Widodo, disposisi dikatakan sebagai “kemauan,
keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan
kebijakan secara sungguhsungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan
dapat diwujudkan.” Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan
efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus
dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut,
tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan
tersebut. Edward III membagi adanya dua fakor yang menjadi perhatian disposisi
dalam implementasi kebijakan, terdiri dari pengangkatan birokrasi, dan insentif.
a. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan
yang nyata terhadap implementasi kebijakan, jika personel yang ada tidak
melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.
Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah
orang-orang yang memiliki dedikasi kepada kebijakanyang telah ditetapkan, lebih
khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Pada implementasi Kebijakan
Smart City di Kota Tangerang dalam Penerapan Tangerang Live para pelaksana
kebijakannya dalam hal disposisi selalu tanggap dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat
b. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi
masalah sikap pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya
orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi
insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana
kebijakan, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu yang mungkin
akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan
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perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan
pribadi atau organisasi.

Dalam implementasi Kebijakan Smart City di Kota Tangerang pada
Penerapan Tangerang Live bahwa ada insentif tambahan bagi para pelaksana
kebijakan. Hal tersebut berupaya untuk memberikan semangat bagi para
pelaksana kebijakan. Implementasi pada Kebijakan Smart City di Kota Tangerang
dalam Penerapan Tangerang Live sudah berjalan baik disposisinya, mulai dari
pelaksana kebijakannya yang secara sadar melaksanakan kebijakan tersebut
sebagai suatu keharusan dan suatu kewajiban bagi pelaksana kebijakan untuk
melayani kebutuhan yang ada di masyarakat. Pemberian insentif juga sudah
diberlakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Smart City di Kota Tangerang dalam
penerapan aplikasi Tangerang Live sehingga membuat para pegawai yang
melaksanakan kebijakan tersebut dapat melaksanakannya dengan baik.

Menurut Endik, sikap atau attitude para pelaksana kebijakan merupakan
faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu
kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus
mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga mampu untuk
melaksanakannya dengan cara yang tidak bias dalam praktiknya. Poin-poin
penting dalam tata tertib adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan
menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil
yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat
tinggi. Oleh karena itu, Ketika memilih dan mengangkat pemimpin politik, harus
ada individu yang peduli dengan warga.

Menurut Yuni dkk, Teknik potensial lainnya yang berhubungan dengan
merubah disposisi implementor adalah melalui manipulasi insentif. Karena
manusia pada umumnya bertindak untuk kepentingannya pemberian insentif dari
atasan mungkin mempengarui tindakan yang diambil oleh bawahannya.

Birokrasi Kebijakan Smart City Kota Tangerang dalam Penerapan Tangerang
Live

Menurut Edward III sebagaimana dikutip Widodo bahwa implementasi
kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi,
walaupun sumbersumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup
dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara
melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya. Struktur
birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan,
hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edward III
terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu Standard Operational
Procedure (SOP) dan Fragmentasi.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari
tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan
penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dengan jelas
tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur
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pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan,
tanggung jawab di antara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan di anatara
organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan.

Kemudahan penggunaan memahami aturan dan prosedur sangat penting
bagi pengguna. Tujuannya adalah untuk mewajibkan pegawai publik memberikan
informasi yang mudah dipahami kepada pengguna. Seiring berkembangnya era
digitalisasi dan layanan publik semakin banyak menggunakan berbasis aplikasi,
maka harus menyediakan informasi dan mekanisme pengaduan yang mudah
dipahami oleh pengguna.

Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Tangerang pada prosedur
pelayanan dalam Aplikasi Tangerang Live mencoba memberikan sebuah layanan
publik yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pengguna. Apa yang
dikatakan Kepala UPT Pengelola Ruang Kendali Diskominfo Kota Tangerang,
didukung oleh dokumen SOP yang penulis dapatkan. Hal tersebut dapat dilihat
dalam gambar berikut ini.

Nomor SOP SOP-TLVEQ1
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revs
Tanggal fektf
Disahkan oleh
KEPALA DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG
DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA
BIDANG PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
g
MULYAN, SEMM.AK.CA
NP, 19670804 198703 1 004
Nama S0P |Registrasi dan Verifikasi Aplikasi Tangerang LIVE
Dasar Hukum | Kualfikasi petaksana
1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaks! Elektronik 1 Pemohon (mengetahul/memiliti Aplikasi Tangerang LIVE)

1 Peraturan Walikota Tangerang No.22 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang
3 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2019 tentang Master Plan Smart

2 Helpdesk/Verifikator (mengetahul dokumen persyaratan)

City Kota Tangerang Tahun 2017-2027
4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemanfaatan
Teknologl Informasi dan Komunikasi
§ Peraturan Walkota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan SOP
Keterkaltan Peralatan/Perlengkapan
= 1 Komputer/Smart Phone
2 Jatingan Internet
3 Aplikasi Helpdesk
4 Foto Dokumen Persyaratan
Peringatan Pencatatan dan pendataan
- S0P agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Layanan Helpdesk Aplikasi .
Tangerang LVE Log pada Apikasi Helpdesk
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SOP Registrasi dan Verifikasi Aplikasi Tangerang LIVE

e 5, FIR2 S L R

v i 4t e % E # -2
i & i R : 7 A
’ b 1 e o i >

mengupload persyaratan secara KTP/resi ashi pemohon
online pada Aplitasi Tangerang m Siek Daftar Vesifikasi User

o Waktu proses bisa melebihi
arata

' &uylv n n

1. Foto KTPres! ash [ SS Setsiama

Menerima dan memerik
e Maksimal verifikasi [Layanan verifikasi  |Jobfalr, pemberian e-rapor

2 berkan (melakuban verifikas dan

Validas) kelenghapan berkas) 2. Foto selfie dengan DQ4jam  |disetujui atau ditolak [siswa, pendaftaran bantuan,
memegang KTP/resi jdan adanya event lain yang
sk pemohon menyebabkan melonjaknya

permohonan registrasi
fikasi berhasil, pemohon
2 udsh dapat menggunatan Rekapitulasi registras) |
hoyenan yong ads & eplias Persyaratan lengkap Twﬂmuns
rangerang LVE angerang LIVE
Kl Proses pelayanan sefesal
JUMLAH 5 menit-24 jam

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

Gambar 4 SOP Smart City Kota Tangerang

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan
kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Strukur
birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan
gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk intruksinya terdistorsi sangat
besar, maka semakin membutuhkan koordinasi yang insentif.

Dalam implementasi Kebijakan Smart City di Kota Tangerang pada
penerapan Tangerang Live bahwa penyebaran tanggung jawabnya berpusat
kepada Diskominfo Kota Tangerang. Birokrasi Kebijakan Smart City di Kota
Tangerang dalam penerapan Tangerang Live telah memberikan kemudahan bagi
masyarakat masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi Tangerang Live.
Koordinasi antar pelaksana kebijakan pun berjalan dengan baik karena tidak
tersebar sistem pelaksanaannya.

Menurut Nurlailah, bahwa dalam implementasi kebijakan harus memiliki
standard operational procedure (SOP) yang baik sebagai tuntunan internal akan
kepastian waktu, mekanisme, sistem, sumber daya serta kebutuhan
penyeragaman dalam standar operasional kegiatan. Selain itu agar instruksi
kebijakan tidak menimbulkan distorsi yang besar, dibutuhkan koordinasi yang
lebih insentif, agar implementasi kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

SIMPULAN
Kesimpulan, implementasi kebijakan Pemerintah Kota Tangerang melalui
penerapan Aplikasi Tangerang LIVE sebagai bagian dari strategi pengembangan
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Smart City menunjukkan upaya signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik berbasis teknologi. Penerapan aplikasi ini telah mendukung terwujudnya
tata kelola pemerintahan elektronik (e-Government) yang lebih efektif, efisien, dan
transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan
digital. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan,
termasuk keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, koordinasi
antarorganisasi perangkat daerah, serta dukungan anggaran yang belum optimal.
Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Smart City
memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya, serta dukungan kebijakan yang terintegrasi dan
berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi kebijakan dan penguatan kapasitas
sumber daya menjadi kunci utama untuk memaksimalkan peran aplikasi
Tangerang LIVE dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan
mewujudkan tata kelola kota yang cerdas dan inklusif.
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